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Absbak
Pelaksanaannya, pemhangunan bukan cntitns yang berdiri sendii, melainknn
teinlegrasi dnn mrnjadi sotu krsatuan den4an kotnponat-kompnm pembangunan
yarg a,la. Tulum pmelition ini untuk nenikaji kowtrp hukum melalui'pemhaigrnnn
h.ukum .xhagai u. plya .ymty judlqn daya saiyg daerah lmis Welitian yan[ aknn
d igunakan adalah Pauli tian Y u rilis-N o rm a t f . Peneli t ian ini Llilikukm ttmianlru todc
Yurdis-Nomatif dikarenakan dolamprrclitian ini mrlssunoknn rEndekatin undano-
u_ndang Hasil dii paelition ini mehunjukkan halrun*tloya saiig d.aerah brl,koreli;i
dmgan pemfungunan hukum nasional frngaimnna ynng iemunium dnlam Llndang-
undang Nomor'17 lahun 2N7 trntong Rficltu Pemhimgltnrn langko PanjangNasiona
yqng sehelumnyo lercanfum dalam Cais-garis Besor Haluan Negara, Tcori hukum
femtnngunan genoasi kedua melalui kon*p hukum hdok lwnya sebagai sarnna
penbangunan, kttpi juga *lagoi vmun penhahnruanhin*msi. pe;lnngu"nan hukum
yang akan mmingkntkau doyd ning hongsa perlu monperhatikan hga hal pcflting.
pertama, pembqngunnn peratu ran pcru ndangundangan vang berkualitas dan
hennnfaal. Malu judkan dotfi $ing *tiop Llacr-ah di l innc;ia Ving te tunva akon
bodampok padn kesejahterann Negaia tmtu harus diiinpi oleh piudnwnan hukum
haik xcara substonsi hukum, strultu r hukunt tan buday; hukuit.

Absttflct
lmplemmtation, dmelolment is not a starul-alorc ntity, but rstlct integrated arul
hecomes 0 unit u,i t rxi.ting dtuelopmmt componmts. fhe purpox of thiitudy is to
examine legal ancepls lhrough legal deuelopicnt as an effort ti ruliu recionai com-
petitiomess. The fupe of rexirch that witl be used is Juriiical-Nornutiac frt*archerc.
This rexarch in mtju nction uilh lht juidical-normatiue m?tltod. in lhis stu lv uses tlu
rcsu{k of lh.k study lo shmo tlat regronal atmltitiaen5s corrclates u,ith th; d@elof-
mmtof rutiorwl law a< ststed in lau Numt'cr'17 ol2N7 conceming tfu Natbnq! Lu;s-
Term Davlopmrttt Plan that ruas pra,iouslrl tiititl in the Outtiw.: of Stnb policy.'Ifie
xrond generation kgol thtury of dztelopnmtt thtough legal concepts is not 6nly o
mflns ol dsoetopnu,nl, bu t olso ar a m?ons of renaning tlu bureaucractl. Tha dmelop-
ment ollaws tlnt zoill improu( the coflryetiti:oeness ofihe nation nee,ls io pau ottenti6n
to thrce inporllnt things, frr.t, the LlR clopme* of qualifu and haufcial iegislation.
Realizing tlu comrytitiumess of ead r region in lnddesia, whidl of cdursc wi hnoe an
imrycl on thc welfarc of tht Sbte, of mu rse, must he occompanied hy legal d*vlopment
hoth in tlu substince dllhe lrullclal structure and legal a turc. ' "
@ 20'19 Unit ersitlt of Merdeka Malang All rights resercled.
Peer rettieut undq res{nnsibili$ of Uniaersi$ of Menleka Malang All rights rexraed.

Corrtl9ondinf Aurnor:

E- mail address: dewi.rahayu @unmerac.id
DOlr https://doi.or8no.2690yidjch.v10i1.3181

lll

AR?ICLEINfO



JurnalCakrawala Hukum, volume l0 No. l Juni 2019
rssN rxINT 2.156-4962 ISSN oNtINE 2J98-6-tJ8

tanggal 19 Januari 1974. Pada kesempatan tersebut

dinyatakan antara lain bahwa: "walaupun pem-
bangunan mengharuskan rangkaian perubahan
yang mendesak, akan tetapi sangat mutlak pula
terpeliharanva ketertiban itu sendiri tidak boleh
diberi arti yang statis, yang hanya memPertahan-

kan" stntus Ero" . Hukum sebagai sarana yang Pen-
ting untuk memelihara ketertiban harus dikem-
bangkan dan dibina sedemikian, sehingga dapat
memberi ruang gerak bagi perubahan tadi. Bukan-

nya sebaliknva, menghambat usaha-usaha pem-
baharuan karena semata-mata ingin mempertah-
ankan nilai-nilai lama. Sesungguhnya hukum harus

dapat tampil ke depan, menunjukkan arah dan
memberi lalan bagi pembaharuan". (Kusumaat-
madia,1976)

Sebagaimana fungsi hukum yang utama
yakni sebagai 'a tool of social engineering' atau reka'
yasa sosial yang diharapkan dapat membawa per-
ubahanmendasar sikap masyarakatserta berperan
aktif dalam setiap pembangunan nasional.

Namun seiring dengan perkembangan
kebijakan pembangunan nasional terladi perubahan

orientasi dalam pengelolaan pembangunan. Pada

masa orde baru pembangunan lebih berorientasi
pembangunan ekonomi yang bertujuan mencip-
takan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang
oleh karenanya hukum ditempatkan sebagai
insEumental untuk memJasilitasi pembangunary
bukan dalam pengertian hukum sebagai laar is a
tool of social engineeittg (Mahhtd, 1999) di mana
perencanaan pembangurran selalu dituangkan da-
lam bentuk GBHN maupun Repelita. Akan tetapi
pasca reformasi terutama setelah teriadi aman-
demen Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis dengan
UUD 1945) yang kecmpat kalinya teriadi
perubahan pengelolaan pembangunan yang antara
lain ad,alah pertamr, penguatan kedudukan lembaga
legislatif dalam penyusunan APBN, kedua, di-
tiadakamya GBHN sebagai pedoman penyusunan
rencana pembangunan nasional, keiiga, diper-
kuatnya Otonomi Daerah dan disentralisasi

l2l

1. Latar Belakang

Hakikatny4 pembangunan adalah upaya sis-

tematis dan terencana oleh masing-masing atau se-

luruh komponen bangsa untuk mengubah suatu
keadaan yang bertuiuan untul meningkatkan kua-
litas hidup manusia. Pelaksanaannya, pembangun-
an bukan entitas yang berdiri smdhi, melainkan
terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan
komponen-komponen pembangunal yang ada.

Salah satu komponen yang berperan dalam pelak-
sanaan pembangunan adalah komponen hukum.
Hukum harus ditempatkan sebagai panglirna da-

lam segala hal, seti.ap tindakan atau perbuatan pe-

merintah harus dilaksanakan berdasar kewenang-
an yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan, hal ini sebagai koruekuensi dai Indo-

nesia sebagai Negan hukum, sebagaimana yang di-
amanatkan dalam konstitusi.

Pembangunan dalam arti seluas-luasnya
memiliki makna adanya suatu upaya urtuk men-
transformasikan masyarakat dad suatu kondisi ke
kondisi yang lebih baik dan meliputi segala kehi-
dupan masyarakat yang tidakhanya dari segi kelri-
dupan ekonomi belaka, dalam hal ini kemudian
menimbulkan suatu pctsoalan yakni adakah peran-
an dalam hukum dalam proses pembangunan itu;
dan apabila hukum beperan dalam pembangunan
tersebut maka apakah peranannya?

Peranan hukum sebagai sarana pembangun-
an telah terca]ttum dalam Repelita 11 Bab 27 yang
mana konsepsi hukum tersebut merupakan salah

satu sarana pembaharuan dan pembangunan
masyarakat dengan memuat pokok-pokok kebijak-
sanaan serta garis besar program pembinaan
hukum nasional sebagai penjabaran (uinterking)
daripada konsepsi hukum tersebut. Bahwa peran
hukum dalam pembangunan adalah untuk men-

ianrin perubahal itu teriadi dengan cara yang ter-
atur.

Peranan hukum sebagai sarana pembangun-
an telah ditegaskan pula oleh Kepala Negara RI
pada waktu pelantikan Menteri Kehakiman pada
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pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik In-
donesia.

GBHN sebagai arah pembangunan nasional,
Indonesia tetap memerlukan adanya rencana
pembangunan jangka panjang sebagai arah dan
prioritas pembangunan secara menyeluruh yang
akan dilakukan secara bertahap untuk mewujud-
kan masyarakat yang adil dan makmur. Terca-
painya hal tersebut sebagaimana amanat dalarn
Pasal 13 ayat (1") Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional agar Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Lembaran Negara Republik ln-
donesia Tahun 2004 Nornor 1,04, Tambahan
Lernbaran Negara Republik indonesia Nomor 4421

bahwa system perencanaan pembangunan nasional

ditetapkan melalui Undang-Undang, yang
kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4700 (selanjukrya ditulis dengan UU RPJP

Nasional).

Merujuk pada lampiran UU RPJP Nasional
dalam arah pembangunan jangka panjang tahun
2005-2025 salah satu poin nya adalah mewuiudkan
bangsa yang berdaya saing dengan mengedepan-
kan pembangunan sumber daya manusia berkuali-
tas dan berdaya saing, memperkuat perekonomian
domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah
menuju keunggulan kompetitif dengan mem-
bangun keterkaitan sistem produksi, distribusi,
dan pelayanan di dalam negeri. Pada dasarnya
daya saing juga merupakaan salah satu dari tujuan
pembangunan nasional sebagaimana tercantum
dalam UU RP]P Nasional. Begitupun dengan dae-

rah-daerah yang ada di lndonesia yang memiliki
daya saing berbeda diantara daerah satu dengan
lainnya sehingga antar daerah memiliki suatu
keunggulan yang berbeda yang terdiri dari faktor
keunggulan komparatif dan faktor keungggulan
kompetitif.

Dengan adanya daya saing antar daerah di
Indonesia dapat meningkatkan dan mewujudkan
pembangunan nasional dengan tujuau Negara
sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan

UUD 1945. Dengan terwujudnya pembangunan
nasional rnaka akan berkorelasi pada pembangunan

hukum di Indonesia.

2. Metode

|enis penelitian yang akan digunakan adalah

Penelitian Yuridis-Normati{. Penelitian ini dila-
kukan dengan metode Yuridis-Normatif dikarena-
kan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

undang-undang (Siafata Approach) menelaah
undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan penelitian (Marzuki, 2005) dalam hal
ini merujuk pada Undang-undang Rencana |angka
Panjang Nasional.

3, Pembahasan

3.1". Korelasi Pembangunan Hukum dengan Dava

Saing Daerah

Daya saing sebuah daerah adalah kumpulan
dari institusi institusi daerah, kebijakan-kebijakan
dan faktor-faktor lain yang menentukan produk-
tifitas suatu daerah. Tingkat produktifitas suatu
daerah menentukan tingkat kesejahteraan eko-
nomi daerah tersebut dan akan berdampak pula
pada kesejahteraan Negara.

Di Indonesia sendiri pengukuran daya saing
dilakukan dengan menggunakan kerangka pira-
mida, yang teridiri dari interaksi antara factor in-
put-output-outcome. Hasil pemetaan tersebut telah
menghasilkan posisi dan peringkat daya saing
masing-masing Kabupaten/Kota (Soebagyo, 2013).

Hasil pemetaan daya saing daerah secara

keseluruhan menunjukkan bahwa daerah yang
memiliki daya saing tinggi secara umum didominasi
oleh Kabupaten/Kota yang memiliki basis ekonomi
bersumber pada kekayaan sumber daya alam dan/
atau daerah-daerah yang memiliki aktivitas eko-

l3l
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nomi berbasis sektor industri dan sektor jasa.
Sedangkan daerah Kabupaten/Kota yang memiliki
daya saing daerah terendah, umumnya daerah de-
ngan basis ekonomi sektor primer, khususnya per-
tanian (PPSK-Bank Indonesia dan LP3E Unpad,
2008)

Meningkatkan daya saing masing-masing
daerah diperlukan adanya kebijakan suatu negara
yang akan mempengaruhi tingkat produktifitas
daya saing daerah. Konsep daya saing berkaitan
dengan aktivitas perekonomian dan hal itupun
biasanya dipahami dalam kerangka pikrr ekonomi.
Konsep ini pada dasarnya menjelaskan upaya
peningkatan bargaining position dalam rangka
memaksimalkan pencapaian tujuan kita berhadap-
an dengan posisi dan tujuan pihak lain.

Peranan negara dalam konteks peningkatan
daya saing merupakan hal yang urgent. Peran
Negara dalam hal ini pemerintah pada peningkatan
daya saing sangat menentukan karena pemerintah
yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan,
hukum, dan membangun infrastruktur, sekolah
dan rumah sakit yang akan mendukung tingginya
daya saing.

Aspek hukum dalam peningkatan daya saing
adalah, Pertama, kewenangan untuk membuat
hukum atau regulasi dan juga menegakkannya
dimiliki oleh pemerintah. Kewenangan ini sangat
menentukan kebijakan ekonomi makro yang
diambil oleh sebuah negara. Karena pada umum-
nya daya saing dikaitkan dengan konsep col,npnra-

tioe adoantage, yakni dimilikinya unsur-unsur
penunjang proses produksi yang memungkinkan
satu negara menarik investor untuk melakukan
investasi ke negaranya, tidak ke negara yang lain.
Konotasi adaantage di sini adalah situasi yang me-
mungkinkan penlodal menuai keuntungan semak-
simal mungkin. Kedua, kebijakan hukum peme-
rintah sangat menentukan dalam mendorong pi-
Iar-pilar daya saing yang lain untuk maju. Kebi-
jakan pemerintah yang berorientasi untuk men-
dorong infrastruktur, pelayanan publik, pendi-

dikan, kesehatan, dan insentif lainnya sangat me-
nentukan daya saing suatu daerah. Sebagaimana
tugas pemerintah jika ditinjau menggunakan teori
analysis economic of law, bahwa Pemerintah lurus
meningkatkan efisiensi dalam segala bidang men-
ciptakan pemerataan dan keadilan serta memacu
perfumbuhan ekonomi secara makro dan meme-
lihara stabilitasnya.

Pergeseran paradigma daya saing telah lama
berlangsung dari teori klasik ke teori model
Michael Porter. Model baru, daya saing tidak
hanya berintikan peran pelaku usaha, akan tetapi
juga pemerintah melalui kebijakan, kelembagaan
dan pelayanan publik yang dihasilkan. Pemerintah
memiliki peran penting dalam mendukung per-
kembangan industri dan kegiatan ekonomi secara

umum melalui penerbitan regulasi dan instrument
fiskal (Prawira, 2018). Oleh karena itu kehadiran
negara dalam aktivitas ekonomi menjadi penting.

J-D. Hart berpendapat bahwa kehadiran negara
dalam membangun ekonomi dilakukan melalu
instrumen hukum dengan tujuan agar hukum
dapat menciptakan kondisi stabilitas (stability),
memprediksi kondisi perekonomian di masa yang
akan datang (predictability) dan menciptakan
keadilan (fairness) dalam melakukan aktivitas
ekonomi. Sebagai stabilisator hukurn mampu
merryeimbangkan dan margakomodasi kepentingan-
kepentingan yang saling bersaing dalam aktivitas
ekonomi.

Fungsi hukum yang predictability adalah
bahwa hukum dapat memprediksi akibat dari
suatu langkah-langkah yang diambil, khususnya
negara-negara berkembang yang memasuki era

globalisasi dan perdagangan bebas predikbilitas
merupakan suatu hal yang urgen. Dalam konteks
keadilan (fairness) bahwa hukum harus mampu
menciptakan suatu perlakuan yang sama terhadap
semua pelaku usaha dalam melakukan aktivitas
ekonomi dan j uga untuk menciptakan pola tingkah
laku pemerintah untuk n"renjaga mekanisme pasar

dan birokrasi yang berlebihan.

l4l
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Konteks peranan hukum dalam membangun
daya saing bangsa maka hukum harus ditempatkan
sebagai "pendulum" pemban.gunan nasional.
Hukumlah yang kemudian mengarahkan pem-
bangunan ekonomi dan irrfrastruktur dan bidang
pembangunan yang lain. Hukum sebagai dasar
dari pembangunan nasional maka sangat diper-
lukan sebagai pelindung untuk menghindari dan
mengurangi teriadinya konflik. Pembangunan
nasional dengan arah kebijakan mewujudkan
bangsa yang berdaya saing, begitupula pada setiap
daerah yang ada di Indonesia yang mana masinE;-
masing daerah memiliki RPJP Daerah nya sendiri
dengan arah kebijaka nya juga mewujudkan daerah
yang dapat berdaya saing.

Misal dalam program pembangunan daerah
Kota Malang sebagaimana yang tercantum dalam
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 3 Seri E

dalam Pasal 2 disebutkan bahwa RPJP Daerah
merupakan penjabaran dari tujuan otonomi daerah
yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masya-
rakat, meningkatkan pelayanarl umum dan me-
ningkatkan daya saing daerah. Begitupula dalam
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor Tahun
2014 tentang Rencana Pernbangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun2015-2019
bahwa program Pemerintah dalam RPJM Daerah
Kota Pontianak adalah mewujdukan Kota Pon-

tianak yang memliki aspek daya saing.

Dengan adanya aspek daya saing pada setiap
program dalam RPJP Daerah ataupun RPIM Daerah

maka akan berimbas pada peningkatan kesejah-
teraan masyarakat pada daerah masing-masing.
Oleh karena itu setiap masing-masing daerah harus
memiliki keunggulan atau kearifan lokal untuk
meningkatkan daya saing setiap daerah.

Agar arah kebijakan dava saing setiap dae-

rah dapat dilaksanakan dengan adil dan tanpa ada-

nya konflik antar daerah maka diperlukan hukum

sebagai pelindung sekaligus dasar kebijakan pada
daerah tersbut. Tetapi dalam hal ini hukum tidak
hanya sebagai instrument untuk meningkatkan
daya saing, tapi hukum harus diternpatkan sebagai

rekayasa sosial atau law as a taol ofsocial engineeing.

3.2. Konsep Pembangunan Hukum Sebagai Upaya
Mewujudkan Daya Saing Daerah

Pembangunan nasional adalah rangkaian
upaya pembangunan yang berkesinambungan
yang meliputi seluruh aspek kehidupan masya-
rakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan
tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana
dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.
Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat
kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa
henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan
masyarakat dari generasi demi generasi. Pelak-
sanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks
memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa
mengurangi kemampuan generasi yang akan da-

tang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pelaksanaan pembangunan tersebut rneru-
pakan upaya untuk mencapai tujuan Negara seba-

gaimana yang tercakup dalam alinea keempat
UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Lrdonesia, memajukan kese-

iahteraan umum, mencerdaskan kehidupanbangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasar-
kan kemerdekaan, perdarnaian abadi dan keadilan
sosial. (Setiadi, 2012)

Prinsinsipnya, kerangka utama strategi
politik rnengenai pembangunan hukum nasional itu
selama tiga dasawarsa yang Ialu mempunyai kon-
sep dasaryang samayaknimelalui UUD 1945, yang
kemudian dimuat secara jelas dalam GBHN sebe-

lum diubah dan diatur dalam UU RPIP Nasional.

Pembangunan |angka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 merupakan kelaniutan dari pem-
bangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pem-

bangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pem-

bukaan UUD 1945. 20 tahun mendatang, sangat
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penting dan mendesak bagi hangsa Indonesia
untuk melakukan penataan kembali berbagai lang-
kah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan
sumber daya alam, sumber daya manusia, ling-
kungan hidup dan kelembagaannva sfingga bangsa
Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mem-
punyai posisi yang sejajar serta daya saing yang
kuat di dalam pergaulan masyarakat Lrtemasional.

Pembangunan hukum berdasarkan Lr[J RP]P
Nasional sebagaimana yang tercantum dalam lam-
piran UU RPJP Nasional pembangunan hukum
dibagi menjadi tiga hal yakni, Pertama, pem-
bangunan substansi hukum, baik hukum tertulis
maupun hukum tidak tertulis telah mempunyai
mekanisme untuk membentuk hukum nasional
yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pem-
bangunan dan aspirasi masyarakat, yaitu berda-
sarkan Undang-UndangNomor 10 Tahun2004 ten-
tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Melihat pen'rbangunan hukum nasional da-
lam lampiran Undang-Undang RPJP Nasional
dapat diketahui bahwa keinginan dari pembuat
Undang-Undang dalam hal ini penguasa meng-
hendaki adanya perubahan dan/atau pembentuk-
an suatu Undang-Undang yang sesuai dengan
aspirasi masyarakat sebagaimana yang dikemu-
kakan oleh Eugen Ehrlich dengau konsep "liuing
law" bahwa hukum yang baik adalah yang men-
cerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masya-
rakat, hal ini senada dengan pendapat Von Savigny
dengan konsep " Volkgeist".

Arah pembangunan hukum nasional ber-
dasarkan UU RPIP Nasional dalam Rencana Kerja
Pemerintah tahun 2018 dalam Sembilan Program
Prioritas Nawacita lebih ditekankan pada refor-
masi system dan penegakan hukum yang bebas

korupsi bermartabat dan terpercaya karena dalam
program pembangunan nasional prioritas peme-
rintah menitikberatkan pada pembangunan infras-
truktur dan ekonomi yang diperkuat oleh arah
kebijakan pembangunan hukum dalam RKP 2018

fokus Pemerintah hanya pada penegakan hukum

yang berkualitas, pencegahan dan pemberantasan
korupsi yang efektif; dan penghormatan, perlin-
dungan dan pemenuhan hak atas keadilan.

Dengan hal itu maka fokus pembangunan
hukum pemerintah bukan pada perubahan hukum
atau pembentukan hukum yang sesuai dengan
aspirasi masyarakat tetapi menitikberatkan pada
penegakkan hukum. ]ika dikaji berdasarkan sys-
temhukum menurutLawrence Friedman vang ter-
diri dari substansi hukurn, struktur hukum dan bu-
daya hukum maka pemerintah lebih cenderung
pada struktur hukum dalam hal ini adalah pene-
gakkan hukum.

Arah pembangunan hukum yang mengguna-
kan teori pembangunan hukum Mochtar Kusu-
maatmadja maupun teori sistem hukum dari
Lawrence W Friedmen perlu direkonseptualisasi
keaktualisasian dan ketepatannya berdasarkan
pada kondisi Indonesia saat ini. Teori hukum pem-
bang;unan generasi kedua seperti yang disampai-
kan Romli Atmasasmita melalui konsep hukum
tidak hanya sebagai sarana pembangunary tetapi
juga sebagai sarana pembaharuan birokrasi. Begitu

iuga dengan teori hukum progresif yang dikernu-
kakan Satjipto Rahardio. Landasan ilmiah pem-
bangunan hukum nasional kemudian dapat ber-
kesesuaian dengan kondisi hukum Indonesia.

Kedua, implementasi arah pembangunan
hukum dalam RPJMN. Hal yang tidak kalah pen-

tingnya dalam reformasi pembangunan hukum
nasional adalah mengimplemantasikan arah pem-

bangunan hukum dalam RPJP menjadi RPJMN,

RKP, dan Program pembangunan hukum. untuk
menjamin bahwa visi Indonesia tahun 2025 menjadi
negara sejartera, maju dan mandiri harus dapat
diwujudkan melalaui RPJMN, RKP dan program
yang dilakukan oleh Presiden terpilih. Program
Nawacita oleh I'residen dalam pembangunan
hukum harus tercermin dalam program-program
pembangunan hukum.

Mewujudkan dua konsep di atas, ketika
hukum ditempatkan untuk membangun daya saing
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bangsa hukum ditempatkan sebagai pendorong
pembangunan maka komponen komponen sistem
hukum yang dikemukakan Lawrence M Friedman
harus dilakukan reformasi pembangunan hukum.
Pembangunan hukum yang akan meningkatkan
daya saing bangsa perlu memperhatikan tiga hal
penting pxtama, pembangunan peraturan perun-
dangundangan yang berkualitas dan bermanfaat.

Meningkatkan daya saing bangsa maka
pemerintah dan DPR harus melakukan evaluasi
peraturan perundang-undangan pada tingkat
sinkronisasi dan harmonisasi. Harmonisasi
peraturan perundang-undangan yang bersifat
vertikal dengan UUD 1945 dan perjanjian inter-
nasional yang telah diratifikasi Indonesia. Per-
aturan perundang-undangan yang penting iuga
dilakukan adalah sinkronisasi dan harmonisasi
Peraturan daerah (perda) dengan peraturan per-
undang-undangan di atasnya. Harmonisasi hori-
zontal dilakukan dengan melakukan penyesuian
dengan peraturan perundang-r:ndangan yang sama
kedudukan hierarkinya.

Kedua, yang perlu diperbaiki dalam konteks
pembangunan hukum untuk meningkatkan daya
saing adalah pembangunan struktur hukum.
Ketiga, yang perlu diperbaiki adalah budaya hu-
kum masyarakat. Dalam konteks kegiatan ekonomi
praktek suap-menyuap antara pelaku usaha
dengan pejabat pemerintahan khususnva dalam
pengurusan adalah budaya hukum yang harus di-
perbaiki.

Mewujudkan dava saing setiap daerah di
Indonesia yang tentunya akan berdampak pada
kesejahteraan Negara tentu harus diiringi oleh
pembangunan hukum baik secara substansi
hukum, struktur hukum dan budaya hukum seba-

gaimana amanat dalam UU RPJP Nasional.

4. Simpulan

Konsep daya saing daerah sangat berkorelasi
dengan pembangunan hukum, yang mana kedua
hal tersebut merupakan program dalam pem-

bangunan nasional yang tercantum dalam UU RPJP
Nasional dan menjadi arah kebijakan Pemerintah.
Selain itu, untuk mewujudkan daya saing yang ber-
keadilan harus diiringi oleh pembangunan hukum
yang memiliki nilai yang hidup di masyarakat.
Pembangunan hukum sebagai upaya mewujudkan
daya saing daerah maka perlu adanya reformasi
pembangunan hukum pada substansi hukum,
struktur hukum dan budaya hukum, sehingga
hukum dapat dijadikan landasan arah kebijakan
dan pelindung untuk meningkatkan daya saing
daerah sehingga akan berimplikasi pada kese-
jahteraan Negara.

Daftar pustaka

Kusumaatmadj* Mochtar. 1976. Htkum, Ma41arukat dan
Pembinaan Hukum Nasional Suatu uraian tentafig
Iandasan Pikirm, Poln dan Mekanisme Pembnlwrunn
Hukuttr di Indonesia. Lembaga Penelitian Hukum
dan Kriminologi Fakultas Hukum-Universitas
Padjajaran. Bandung. Binacipta.

Mahfud MD Moh. 19W. Hukutn dan Pilnr-pilw Deruokrasi.
Yogyakarta. Gama Media.

Mahfud MD, Moh. "1999. Pergulatan Polttik dan Hukum di
Indonesia. Yogyakarta. Gama Media.

Manan, Bagir. Dinamika Pembangunan Hukum nasioual
B erkesirutmbutrgmr. dalam Eddy Damian . Dinamika
Hukutn D alam Panbangwwn Berkelanjutnn. F akultas
Hukum UNPAD. Bandung. Alumni.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunatt langka Panjang
Dseruh Tahun 2005-2025. Lembaraur Daerah Kota
Malang Tahun 2010 Nomor 3 Seri E.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor ... Tahun 2014
tentang Rencnnrt Pemhangunan langka Menengah
Daerah Kota Pontianak Tahun 2U5aU9.

Itawira, Muhammad Yudha dan Tities Eka Agustine.
2018. Mendorong Daya Saing Ekonomi Daerah
dalam Kerangka "Government 3.0".lumol CS$.
Centre for Strrttegic and lntenutirmal Studies. Kuartal
Ketiga 2018. Volume 47 Nomor 3.

Setiadi, Wicipto. 2012. Pembangunan Hukum Dalam
Rangka Peningkatan Supremasi }{uk:um. lurnal
Rechtsoinding. Volume 1 Nomor 1.

l7l



Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 10 No. l Juni 2019
ISSN PRINT 2356-4962 IS.\-N ONIINE 2598-6s38

Soebaryo Darsono, Trivono dan Yuli Tri Cahyono.2013.
Regional Competitiveness and Its Implicatioru for
Development. Jumal Ekorcmi Panbangunan. Yol-
ume 14 Nomor 2.

Undang-undang Nomor L0 Tahun 204 tentang
P mtb m tukan P e r a tu r an P e r un ilan g-un dan gan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retcrma
Penrbanguntm largka Panjang Nrtsional Tahun 2005-
2025.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisfern
P ermcanaan P embmgman N asional.

l8l


